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bahwe sehubungan dengan perkembangan yang mempengaruhi pergeseran asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan · pergeseran jenis belanja kegiatan antar unit organisasi SKPD, keadaan 
yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangl 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015; . ~ 

a. Menimbang 

BUPATI SUMBA TIMUR, I···'-"' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH 
. - - . -· - - ·- •·· - -· -~ - - - ···- ··-·-- ·- - - . . .. --- .. ··- --- --~ .,.. -·----- -- . -- -~- 

KABUPATEN SUMBA TIMURTAHUN ANGGARAN 2015 

TENTANG 

NOMOR .2. TAHUN 2015 

·- 

BUPATI SUMBA TIMUR 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

I. ' 1_ A: ,i . -e, .. ,.-. 
- . 

. • ,:--,r-;trt,·: ' 

:..~~-.-·· ~ .. ·. 

! f 

! 

! 
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- 4. · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanqan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
-- · -- Tahi.fn 2009 N"omor·13o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); -- - 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan-g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan, 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20071 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); It 

i 
I 

. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah l 
-------··· - ~:-_ ----- -;-_ ---:-- ·:----- --- __ - - ------------"fingkart-Sati;-Nusa,'f.~:mggara ear at---'dan-Nusa-Tenggara-"fmrur-{t:embaran Negara--Republik--lndonesta Ta:m,m,1~958--Nornar-----------,; 

-- ., .; _ 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1655); - 
2.. Undanq-Undano Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan · · 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3851); ·,:;·k- 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - Nornor.4286); 

.,;-.~:;-,-..:. . 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
· :,.- ,,. .. ,-,,i ,:· Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran N~ara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengenclalian Intern Pernerintah (Lembaran Negara RepublikJ 
Indonesia Tahun 2008 Nc;>mor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); ti 

Minimal 
Norn or 

19. Peraturan Penierintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4585); ---------· ·- --- ---- ---·---- - -·---·-····-·· .. ·-· --- 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

. . 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

.... r ... ~ 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentanq Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45Qn;_ _ 

--·-------------·--------------------- . - =--- .; 1,.' ~ :-:-,r- 

13. Peratwran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah N~mor 54 Tah~.m 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan·Lembaran Negara Re!"publik Indonesia" "Nornor 4574); 

_ ... _ .. g;. __ _Pc§@1WoP-~emeri!ltah_Nomor 55 Tahun 2005 tentang __ Da,11a ~erirn!)qngan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
· Nemer 137, Tambahan Lembaran _ Negarci Republik Indonesla Nomor 4575); 
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-- ----- ·--- ·--- -·-- ---- ----- .. --------· -----·--·----··----·-- -·-- 

--2s.--Peraturaifba1erafi Kabup~ten -Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
kabupaten Sumba Timur (Lembaran Oaerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tah1,m 2010 Nornor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 

. -, _'"' . Nomor lij~);,.; ~-" , ,, __ .,,: " . ,. 
30. Peraturan Daerah Kabupaten somba Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten surnbe Timur Tahun An!;Jgaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Surnba Timur Tahun 2014 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran oaerah Kabupaten Sumba Timur Nemer 544); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertangggungjawaban Pelaksanaan AnggaraJ 
Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timu,f./ 
Tahun 2015 Nomor 18,Tcimbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 567); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 
Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten surnba Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 
51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 138); 

bersumber..darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah, sebagaimana telah diubah-.;dengan Peraturan Menteri Dalam 
-.r-;.:._:·.•.:-· 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
. Pedoman-Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014; 

.. -·.-::, 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
-- 

--c!lubah-~bera-pa-J{a1]"teral<fu(aengan-Pera1uran IV!emen :Oaiam~ege-n Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembertan. Hibah_ dan Bantuan Sosial yang- 
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Surnba Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten surnba Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur. I 
6 Anon .. ran PPnrlan .. tan rl;,in RPl::ini;::i r');::ipr;:ih y.::inn selamutnva rlic:innl<;::it ADAl"'I ::1rf::ol::oh .annn::,P'::,n Oonrl::,n::,t-::,n ~.,. Doi, .. ;.,. l""l::,o.-,h V,h, C', h .. T; ·- . -_,_,f2. , .. -··- ,-tl- .. --·· --·-·•.J- ---•-•• -•·:, --·-.•.J-~••J- ...,,..,11,::.,•"-._• •• -- _..,.._, .... ,, I u,::,::,'"41,..,1 1 ..._,,..,. .... ,..,"""""''I \ .. H.,,111 lr,.l""'IUIIJ\,.,t ...,...U.._1~11 l~LJUt,JU'-c;II ...JUIIIIJU 11111\Jl•r.t 

I 
) 

Pasal 1 

BABI 
. - . - -- -- --· - -··- --- ·- KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 
ANGGARAN 2015. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI SUMBA TIMUR 

dan. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR 

Dengan Persetujuan Bersama 
------------------------ 



... _..,, .. ,• d 

6 

o.o~ Sisa l~bih pemb•avaan anggaran setelah perubahan 

Jumlah pembiayaan neto setetah perubahan 95.967 .8?5,872,60 Rp 
BP 1g.soo.ooo.ooo.oo 

Rp 106.767 .895.872,60 

Rp (95.967.895.872,60} 

Rpi.000.504. 754.373.60 

Rp 904,536.858.SQl,OO 

... · ,.,.. . ·. ··"'"': . 
. ''¥,;, .• 

I 
t 
I 

' 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

Rp 800,000.000,00 
RP 10.000'.000.000,00 

Rp 72.794.407.796,00 
Rp 33.973A88.076,60 

Surplus / (Oefisit) 

' I I 
·j 

• I 

3. Pl;MBIAY AAN 
a. Penerimaan 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 
1. Semula 
2. Bertarnbah 

llimlah belanja setelah perubahan 

Rp 917.115.491.034,00 
Rp 83.389.263.339.60 

2. BELANJA 
a. Semula 
b. sertarnbah 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 

Rp 845.121,083.238,00 
Rp 59.415.775.263,00 

1. PeNDAPATAN 
a. Semula 
b. Bertambah 

Pasal 2 

Anggaran Pendapc1tan dan .Be!anja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2015 mengalami perubahan denqan rincian sebagai berikut : 

RUANG LINGKUP 
·---- --- -------·- ·- - -----·----- -----------·------------- --··· ----·--· ·- ··-------------- -------- 

BAB II 
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I 

i 

. --- ·-- .. -·- . ---- --- - I -- --- -- ---· -- --- 
( 

' - ~1 

d - --~ .......... re ... -.?.--~-.,~.-- ... -..~- ' ~ ...... , .... ., .. ,. -;,\~ 

Rp Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 3.215.432.500,00 ~ 

Rp 2.956.328.500,00 
Rp 259.104.000,00 

b. Retribusi Daerah 

1. Semula 
2. Bertambah 

9.307. 978.000,00 Rp Jumlah pajak daerah setelah perubahan 

Rp 8.088.200.000,00 
Rp 1.219.778.000,00 

a. P~jak Daerah 

1. Semula 
2; . Bertambah 

PendQpatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenls pendapatan : 

Rp 114.722.905.037,00 

c, Lain-lain Pendapatan D~erah yang sah 
1. Semula Rp 86.212.743.298,00 
2. Bertambah Rp 28.510.161.739,00 

Jumlah lain-lain pen(Japatan daerah yang sah . . 
setelah perubahan 

Rp 720.597 .554.682,00 Jumlah dana perim~ngan setelah perubahan 

Rp 693.609.166.000,00 
Rp 26.988.388.682,00 

b. Dana Perimbangan 

1. Semula 
2. Bertambah 

1. Semula 
2. Bertambah 

- - ~-- ,!·J~.:nlah ~~d_apatan ~sli daerah setelah.perubahan· · - · -- · - -· .. Rp · · ·69;216.398-.7'82,00 

Rp · 65.299.173.940100 
Rp 3.917.224.842,QO 

(1) Pendaipatan Daerah sebagaimana dtmaksud dalarn Pasal 2 angka 1 terdiri dari : 

a. P~ndapatan Asli Daerah 

-- --- ........ - - ----- - -- -- -- -- -- ---·--- - - ---- ---- --------- ------- ----- -------- 

r 

I 
I (2) 

I 
! 
t 
• I , 

... 
I 
t 
I 

' 

------ ----------------- 
Pasal 3 
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Rp 109.654.130.000,00 L 

Rp 591.063,048,000;00' 

Rp 19.880,376.682,00 

Rp 41.180,159.500,00 

15.51'2.828.782,00 Rp 

c. Dana Alokasij Khusus 
1. Semula Rp 82.241.030.000,QO 
2. Bertambah Rp 27,413,100.000.QO 

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan 

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan 

Rp 591.063.048.000,00 
Rp 0,00 

b, Dana Alokasi Umum 
1. Semula 
2. Bertambah 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 
1. Semula Rp 20.305.088.000,00 
2. Berkurang Rp ( 424.711.318.00) 

. ----- .. ·-···· -· ---- - --- -- - -· ··--- -------·-·- -··---- --- - ·- -- - -· 

Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak 
setelah perubahan 

d, WI in-lain Pelldapatan Asli Daerah yang sah 
1. Semula Rp. "'·39.254.645.440,QO 
2. Bertambah Rp 1.925.514.060,QO 

Jumlah lain-lain pendapatan asll daerah yang sah 
setelah perubahan 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

----- --------------- ----- ------- ~--- - -- - - -------~-- ~-- - --- 
-,,d .. 

£ c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dtplsahkan 
---- - · ··t - . · ' ·. 1.·,Semula - Rp 15.000.000.000,00 

j 2. Bertambah Rp 512.828.782,00 
t; Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang i dipisahkan setelah perubahan 

. ,. 
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•.:, ... ,. ~ .;, ... _:, 

..\ ;~~-·" -- ........ ~ --~ _--. e, · ...... ~,-~,-· ' 

1 ,uu: nnn nnn nn \ I 
.. ,"T-.,flllllVW'VtVVJl#/VV' .. 

o ... . ...... 

Rp 56.139.452.000,00 

Rp 16.:J,74.711.037,00 

0,00 

1.787.825.000,00 

< 

e, Bantuan Keuangan dari'Provin$i atau Pernerintah naerah lainnya 

1. Semula Rp 1.485.000.000,00 
2. Bertambah Rp 0,00 

Jumlah bantuan keuangan dari Provin$i atau 
"""""""rin•2h A20 .. 2h l2i""""" co.ol2h nor11h2h"'" ..,....,,.,~ .. •••...-•• ..,..,.....,. w•• ,..,.,,.,. I w ..,...,,.....,._ •• ,... ..... , .. ., .... ,,w•• 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1. Semula Rp 56.129.752.000,00 
2. Bertambah Rp 9.700.000,00 

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 
setelah perubahan 

c, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 

1. semua Rp 14.724.643.298,00 
2. Bertambah RQ_ 1.450.067.739,00 

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan 

Rp 

Rp 

Jumlah dana darurat setelah perubahar. 

0,00 
0,00 

Rp 
Rp 

-b, Dana Darurat 

1. Semula 
2. Bertambah 

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan 

Rp 1.787.825.000,00 
Rp 0,00 

a. Pendapatan Hibah 

1. Semula 
2. Bertambah 

. -- -------...,, ~-- - . 

c4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdln dari jenis pendapatan: 
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0,00 ~ Rp 

Rp 408,535,217.754,00 

Jumlah belanja bunga setelah perubahan 

0,00 
0,00 

Rp 
Rp 

b, Belanja Bunga 
1, Semula 
2. Bertambah 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 

Rp 407.177.180.339,00 
Rp ' L358.037.415.00 

a. Belanja Pegawai 
1, Semula 
2, Bertambah 

(2) Belanja Tidak L.angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

.. --- - - -- - 
Rp 504.382,094.142,00 

Rp . 496.122.660.231,60 

Rp . 39,135,917.000,00 

- ---e::~ - --=------.------·-------··------------·------------- . . _ ........ 

-· .. 

Jumlah belanja langsung setelah perubahan 

Rp 441.629.693.474,00 
Rp 62.752.400.668,00 

b, Belanja Langsung 
1. Semula 
2. Bertambah 

Jumlah belanja tidak ian~sung setelah perubahan · 

Rp 475.485.797.560,00 
Rp 20.636.862.671,60 

a. Belanja Tidak Langsung 
1. Semula 
2. Bertambah 

(1) Belanja Daerah s~bagaimana d!maksud da!am Pasal 2 ·angka 2 terdiri dart : 

Pasal 4 

Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau 
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan .. 

f. oana Alokasi Desa dari APBN 
--~---- . ...,,,:;- · 1. Semula 

2. Bertambah 

Rp 12.oss.s23--:ooo,oo _ 
Rp 27.050.394.000,00 
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I 
--------- --·----------------- j . - - - .. ~ 

2.476.305.227,60l Rp 

Rp 62.371.137.250,00 

0,00 Rp 

200.000.000,00 Rp 

Rp 22,540.000.000,00 

Rp 0,00 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan 

Rp 5.315.373.971,00 
Rp (2.839.068.743,40) 

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan desa 
1. Semula Rp 40.228.243.250,00 
2. Bertambah Rp 22.142.894.000.QO 

Jumlah belanja bantuan keuan,an kepada 
pemerintahan desa seteiah perubahen 

h. Belanja Tidak Terduga 
1. Semula 
2. Berkurang 

Jumlah belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa 
setelah perubahan 

Rp 0,00 ··- - --Ro - -- · -- -- -o.oo - 1. Semula 
2. sertambah 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah pere,1bahan 

f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 

200.000.000,00 
0.00 

Rp 
Rp 

e. Belanja Bantuan Sosial 
1. Semula 
2. Bertambah 

d, Belanja Hibah 
1. Semula Rp 22.565.000.000,00 
2. Berkurang Rp ( 25.000.000,00) 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan 

- -- ~ ----BelanJifSUbsidi~ --·-- ----. ·"·'· .. · ------------· 

1. Semula Rp 0,00 
2. Bertambah Rp 0.00 

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan 

;'. ~: ... :.::._ . -~~ ·-· 
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10.soo.000.000,00 l 

d \},;.:.-.,,,,,;.-_. 

Rp Jumlah pengeiuaran seteiah perubahan 

Rp 800.000.000,00 
Rp 10.000.000.000.00 

b. Pengeluaran 
1. Semula 
2. Bertambah 

Rp 106.767 ,895.872,60 

Rp 256.168.935.787,00 

Rp 204.746.871.863,00 

4~.466.286.492,00 Rp 

-- --------------------------~----~ 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

Rp 72.794.407.796,00 
Rp 33.973.488.076,60 

a. Penerimaan 
1. Semula 
2. Bertambah 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari : 

Pasal 5 

Jumlah belanja modal setelah perubahan 

Rp 207.714.300.829,00 
Rp 48.454.634.958,00 

Jumlah belanja baraog dan jasa setelah perubahan 

c, Belanja Modal 
1. Semula 
2. Bertambah 

Rp 189.550.907.405,00 
Rp 15.195.964.458,QO 

b. eelanja Barang dan Jasa 
1 .. semua .,·,~ .. ,. 
2. Bertambah 

3, Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 
J __ -----·- ------- --------------------· -------·-- - - --· ----- ------- ---· - ,.-.r:r.----~ . - - ---- - ---- 

a. B~lanja Pegavvai 
1. Semula Rp 44.364.485.240,00 
2. Berkurang Rp ( 898.198.748,0Q) 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 
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Pasal6 

n lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapata"n dan Belanja Daerah Kabupaten 'sumba Timur sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 2, terca:ntlJli'l'cfalam ' ·. '• 
····· Jran I sampai IX yang merupakan bagian yang ndak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

\i;Ci_" 
'et .. 

Ringkasan Perubahan APBD; 
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 
Rincian Perubaban /l.PBP menurut Urusan P~merintahan Daerah, Organlsasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 
Rekapitulasi Perubahan Belanja menerut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangkal 
Pengelolaan Keuangan Negara; J.' 

Rp soo.000.000,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan 

Rp 800.000.000,00 
Rp 0,00 

Pemberian Pinjaman Daerah 
1. Semula 
2. Bertambah 

0,00 Rp Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan 

0,00 · 
0,00 

Rp 
Rp 

Pembayaran Pokok Utang 
1. Semula 
2. Bertambah 

Rp 10.000.000.000,oo Juml~h penye~an modal setelah perubahan 

Rp 0,00 
Rp . 10.000.000.000.00 

··.,, 

Penye~an Modai - 
';i:-,J-·s J'· ... 

1. Semula 
2. Bertambah 

Juml~h pembentukan dana cadangan setelah perubah~n 0,00 Rp 
... ::: ., :--~ 

0,00 
0.00 

Rp 
Rp 

. Pembentukan Dan" Cadangan 
Semula 
Bertambah 

·' .. '. -., .;.:~~:i., ... -~ . 
-~----~- -·-··- - ~----- ..... - --------~ ·------ - . ---- 



fir :::r c 
::J 

c. 
OJ 
OJ 
3 

i 
I 
l 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

] ll! lO -: 
OJ ' 

~ I 
~~· I 

: 
I 
I 
I 

,iJ 
(1) r 
::J c. OJ. 

~ .,; 
or 
::J 
c.. 
OJ 
::, ' 
OJ 
(D 
OJ 
::J 

'--'· 
OJ 

;,-- 
OJ 
::J 
c. 
OJ 
::J 
o, 
cij' 
::J 

lO 
lO 
OJ -, 
@ 
::J 

~ 
3 
CT 
OJ 

fb' 
::J or 
::J 

lO 
-0 
(1) 
::J 

'--'· 
OJ 
CT 
OJ 
@ 
::J 
-0 
(0 
2 
C"J" 
OJ 
zr 
OJ 
::J 
)> 
::J 

lO 
(0 
OJ 
@ 
::J 

~ 
::J o, 
OJ 

"O 
OJ 
@' 
::J 
c. 
OJ 
::J 

g, 
OJ a. 
OJ 

-0 a: 
OJ 
3 
OJ 
::J 
0 

•·OJ 
(1) .-, 
OJ :::r 
c. 
OJ 
::J 
0 
Q: 

uS' 
. OJ 
!!l. 

00 
OJ OJ 

@' @' 
-, -, 

"C 
DJ 
Ill 
DJ 

00 

--~---·------------------~----· 

3 
(D 

3 
(1) 
:::!. 
::J 
6i :::r 
@ 
::J 

"O 
(1) 
::, 

lO c 
::, 
c. 
OJ 
::J 

lO 
OJ 
::J 
-0 
(1) -, 
OJ 
2" ., 
OJ 
::J 
0 
OJ 
C't> ..., 
OJ :::r 
~. 
a. 
(1) 
=-' lO 
OJ 
:::J 

"O 
(D 
::J ro 
3 
u 
OJ or 
::J 
::J 
-< 
OJ 
a. 
OJ 
OJ 
3 
f;;" 
3 
CT 
OJ -, 
OJ 
::J 
0 
OJ 
(1) 
@ 
zr 
;;,;;: 
OJ 
CT c 

"O 
OJ 
fb' 
::J 
(./') c 
3 
CT 

. OJ 
~ 

~: 
3 c 
e!. 
CT 
(1) -, 
iii'." e 

"O 
OJ c. 
OJ 

fir 
::J 

lO 
lO 
OJ 

c. c· 
::J c. 
OJ 
::J 

lO 
;,-- 
OJ 
::J 

~ 
OJ c: 
-0 

~ :z 
Ul c: 
3:: 
~ 
;::l 
3:: c: ;::o 

~ :c c: :z 
N 
0 ...... 
lJ1 

~- 
3:: 
0 ;::o 
:~ 
: <!() 

-0 m 

~ 
~ :z 
0 
)> 
m 
~ ::r: 
~ 
OJ c: 
-0 

~ :z 
(./) c: 
3:: 
~ 
;::l 
3:: c 
;::o 
-:, 

f5 < I-< :z :.r, 
I-< 



i 
I 
I 
I. 

I 

I 

.: . .} 
I I 

! 

"'o "'O 
QI QI 
Kl Kl 

w N ~ °' U1 
(") (") (") c (") c 

';'.' 
(") c ~ c 

';'.' c 
c 

';'.' c 
-0 

';'.' c 
-0 

c 
-0 

I-I 

c 
-0 

I-I 
"O 

I-I w., 
{2_ I]_ I-I 

(D. 
QI 

I]_ {2_ or,; QI 
11'1 

QI 
UI I~ 11'1 

QI 
11'1 11'1 

- 0\ 


